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TENTANG

PEMBENTUI(AN TIM PENINGI{ATAN PTNGGUIITAAI{ PRODUKSI
DALAM T{EGERI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimtrang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentual pasal 74 Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan
Indusii-i, perlu dibentuk tim peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada
Pelaksanaan Pe ngad aan f B ar ang J asa Pemerintah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam
Negeri Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
tJndang-undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Daiam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-unriang Nomor 46 Tahun 1,999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-uirdang lriomor 3 Tahun 2A74 tentang Perindusi:1an;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil

Negara;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2AA tentang Perdagangan;
q. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keq'a;
l0.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah;
1l.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua

*3:_ -Y:fang-undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang

rcm Licr 1 L Lixari r'e raturan Pe rundang- iindatgarr;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
l4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
l5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang

Pemberdayaan Industri;
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l6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

iT.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2A21 tentang
Penyelenggaraan Bidang industri;

lS.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2AA7 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaa n B ar ang f Jasa Pemerintah;

l9.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20i0 tentang
Pengadaan Barangf Jasa Pemerintah;

20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201,8 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

2l.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahurr 2018 tentang Tim Nasional
Feningkatan Perrggunaan Produk Daiam Negeri

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2076 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 /M.DAG IPERI 6 / 2016
tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten
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Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O22;
27.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor '2O Tahun 2A21

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;

2S.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2022;

Memperhatikan: Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kab. Halmahera Barat Nomor 500/261-IBLP-HBl2A22 perihal
Per:rnohonan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Iyieneiapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Daiam Negeri
Kabupaten Haimahera Barat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunvai tugas
sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Badan
Usaha Negara/Daerah, dan Badan Usaha Srvasta dalam
pelaksanaan, peningkatan dan penggunaan Produk Dalam
Negeri;

b" ivfeiakukan pemanialran, pengawasan terhadap perrggunaarl
produk dalam negeri, mulai dari tahap perencanaan
pengadaan barang/jasa dilingkungan Perangkat Daerah/Unit
Perangkat Daerah Kabupaten Haimahera Barat;

c. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada
Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;

d. &{emberikan tafsiran fina1 terkait permasalahan kebenaran
besararr nilai tingkat komponen Dalam Negeri antara pen_1,edi*
BarangfJasa dan Titn Pengadaan Barang/Jasa {Tim
Lelangi;cian
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e. Melaksanakan inventarisasi llefmasafuhan dan mencari solusi
terhadap permasalahan yarg ditemukan dalam rangka
pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam negeri
untuk dil,akukan pembahasan.

Untuk kelancaran pelaksanaal tugas Tim, dilal<sanakan oleh
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Peningkatan Produksi Dala:n
Negeri Kabupatel Hnlmahera Barat berdasarkan pertimbangan
pada setiap permasalahan yang dihadapi.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaporkan
pelaksanaan tugas setiap semester pada Sekretaris Daerah selaku
Ketua Tim atau sewaktu-waktu diperlukan terkait perkembangan
hasil Pengadaan BaranglJasa pada Organisasi Perangkat Daerah
disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Produk Datam
Negeri {TPDN) untuk dilakukan pembahasan dalam pertemua
rutin;

Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos Anggaran
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten
Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : % NoV 2022

BUPATI BARAT,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Guberrrur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jai1olo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
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LAMPIRAN

TENTAI{G

: KBPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR , \il blKwSlT<l 12022
TANGGAL : ?o NooJrh DtsR 2422

: PtrMBEI.{TUIGN TiM Ptri'fiNGKAT'AN Ptr1'iGGUi'{AAJ\i PRODIJKSI
DALAM NEGERI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI BARAT,

lto JABATAN DALAIYI DIITAS JABATAIT DALAIYI TIM I(ET

1 Bupati Hakaahera Barat Prrnoorqh

,) Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat Ketua

J Asisten Bid. Pemerintahan & Kesra Kab.
Halnnahera Barat

Wakil Ketua

4 Inspektu-r Inspekt.arat Ka"b. Ha.l m ahera Ba.raJ Ketu-a Ha.ri.a,n I

5 Kepala Dinas Perinduatrian, Perdagangan,
Koperasi & UKM Kab. Haknahera Barat

Ketua Harian II

6 Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa
Setda Kab. Halmahera Barat

Sekretaris

n Asisten Bid. Perekonomian & Fembangunan
Kab. Halmahera Barat
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8 Asisten Bid. Administrasi Umum Kab.
Habaahera Barat

Anggota

I Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pensembangan Daerah Kat). Hatrahera Barat

Anggota

10 Kepala Badan Pengeloira Keuangan Daerah
Kab. Halmahera Barat

Anggota

11 Kepa1a Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
Ruanq Kab. Halmahera Barat

Anggota

1'2 Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab.
Halmahera Barat

Anggota

13 Kepala Dinas Kesehan, P2KB Kab. Halmahera
Barat

Anggota

14 Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera
Barat

Anggota

15 Kepaia Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Halmahera Barat

Anggota

16 Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan
Persandian Kab. Hahnahera Barat

Anggota

t7 Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kab.
Halmshsl* Barat

Anggota

18 Kepda Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
Kab. Halmahera Barat

Anggota

1g Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda
Kab. Halmahera Barat

Anggota

20 Sekretaris DPRD Kab. Haknahera Barat Anoonfq

Ass. Bid. Ekonomi & Pemb
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